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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data hukum, wawancara, dan studi pustaka, 

dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana judi online 

oleh Kepolisian Polres Pangandaran melalui pendekatan restorative justice 

menghadapi kendala struktural dan konseptual yang signifikan. Restorative 

justice tidak dapat diterapkan pada kasus judi online karena kejahatan ini 

tidak memenuhi unsur materiil dan formil yang diperlukan, sesuai dengan 

ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu, 

ancaman hukuman yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE 

terlalu berat sehingga tidak memberikan ruang bagi alternatif penyelesaian 

secara restoratif. 

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif dan preventif yang 

selama ini dijalankan, meskipun didukung oleh dasar hukum yang kuat, 

belum mampu menangani kompleksitas dan dinamika judi online. Kendala 

seperti resistensi masyarakat, dampak sosial-ekonomi yang meluas, serta 

keterbatasan koordinasi antar lembaga turut memperburuk efektivitas upaya 

penanggulangan. 

B. Saran 

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Secara Normatif, penerapan restorative justice (RJ) dalam 

penanganan judi online di Kabupaten Pangandaran tidak 

dimungkinkan karena bertentangan dengan syarat materiil Perpol 

No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan 

Keadilan Restoratif dan ancaman hukuman berat dalam UU ITE. 

Namun, secara empiris, perlu dikembangkan mekanisme alternaitf 

non-pidana untuk pelaku pertama kali atau skala kecil, seperti
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diversi terbatas berbasis kerja sosial atau rehabilitasi. Hal ini 

bertujuan mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

yang saat ini overkapasitas, sekaligus memberikan kesempatan 

pemulihan bagi pelaku yang terjerat judi online karena 

ketidaktahuan atau tekanan ekonomi. Jika semua kasus judi online 

ditangani secara represif, biaya operasional penegakan hukum 

(penyidikan, penuntutan, dan pemeliharaan tahanan) akan 

membebani APBD/APBN. Selain itu, prisonisasi berisiko 

meningkatkan paparan pelaku pemula terhadap jaringan kriminalitas 

yang lebih berat di dalam Lapas. Oleh karena itu, kebijakan alternatif 

ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mencegah efek 

negatif sistemik dari pemidanaan massal. 

2. Perlu revisi kebijakan hukum pidana yang membedakan penanganan 

pelaku judi online berdasarkan tingkat keterlibatan. Secara normatif, 

pasal 27 ayat (2) UU ITE perlu diubah untuk memberikan ancaman 

hukuman lebih ringan (di bawah 5 tahun) bagi pemain individu 

dengan transaksi kecil ( di bawah Rp2 juta), sehingga 

memungkinkan penerapan RJ. Sementara itu, operator/bandar tetap 

dikenakan sanksi maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, Peraturan 

Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 perlu diperluas cakupannya untuk 

mengakomodasi judi online dengan kriteria khusus, seperti pelaku 

tanpa riwayat kriminal dan kerugian materiil yang dapat dipulihkan. 

3. Polres Pangandaran dapat menginisiasi program percontohan 

restorative justice terbatas untuk pelaku judi online pertama kali 

dengan syarat: (1) nilai transaksi di bawah Rp2 juta; (2) tidak terlibat 

dalam sindikat; dan (3) bersedia mengembalikan kerugian korban 

(jika ada). Mekanisme yang dapat dijalankan meliputi mediasi 

antara pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat, serta kewajiban 

mengikuti program edukasi bahaya judi online atau pelatihan 

keterampilan digital. Pendekatan ini diharapkan mencegah 

stigmatisasi berlebihan dan mengurangi risiko residivisme. 
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4. Secara normatif, Kejaksaan tidak mengizinkan penyelesaian kasus 

judi online melalui restorative justice (RJ) karena sifat kejahatannya 

dianggap meresahkan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, 

Kepolisian (khususnya Polres Pangandaran) dapat mengambil 

kebijakan progresif untuk pelaku pemula atau skala kecil dengan 

kriteria: (1) nilai transaksi di bawah Rp1 juta; (2) tidak ada 

keterlibatan dalam sindikat; dan (3) kerugian korban (jika ada) dapat 

dipulihkan. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pengalihan 

kasus ke jalur non-pidana, seperti peringatan tertulis, kerja sosial, 

atau rehabilitasi kecanduan judi bekerja sama dengan Dinas Sosial. 

Dengan demikian, prisonisasi (penuhannya Lapas) dapat dihindari, 

sekaligus mengurangi beban biaya penegakan hukum dan 

pemidanaan yang tidak proporsional. 

5. Agar penjara tidak menjadi satu-satunya solusi, Polres Pangandara 

perlu bersinergi dengan lembaga non-penegak hukum, seperti OJK, 

Fintech, dan LSM anti-judi, untuk memutus mata rantai judi online 

sejak dini. Contoh konkretnya adalah pelaporan transaksi 

mencurigakan oleh Fintech ke pihak kepolisian, pemblokiran situs 

judi online oleh Kominfo, serta kampanye preventif berbasis 

kearifan lokal yang melibatkan tokoh agama dan adat. Dengan 

demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi 

juga membangun kesadaran kolektif masyarakat. 

6. Perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh Kementerian Hukum dan 

HAM atau akademisi untuk mengkaji dampak sosial-ekonomi judi 

online, seperti hubungan antara keterlibatan dalam judi online 

dengan tingkat kemiskinan, perceraian, atau putus sekolah. Data 

empiris dari riset ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebihakan 

untuk merancang regulasi yang lebih progresif, termasuk 

eksperimen penerapan RJ pada kasus-kasus tertentu dengan 

pengawasan ketat. 
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 Dengan mempertimbangkan kompleksitas judi online, penegakan hukum di 

Kabupaten Pangandaran perlu menyeimbangkan kepatuhan normatif dan inovasi 

kebijakan praktis. Meski RJ tidak dimungkinkan secara hukum, kebijakan alternatif 

untuk pelaku pemula, seperti diversi terbatas berbasis komunitas dapat menjadi 

solusi efisien untuk mencegah prisonisasi dan dampak domino pemidanaan. 

Harapannya, pendekatan ini tidak hanya menghemat sumber daya negara, tetapi 

juga membuka jalan bagi reformasi sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi 

dan responsif terhadap tantangan digital.
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